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BUPATIMAJALENGKA
PROVINSIJAWABARAT

KEPUTUSANBUPATIMAJALENGKA

NOMOR061 jKep.616.1-0rganisasij2021

TENTANG

PEMBENTUKANTIMMANAJEMENRISIKO
SISTEMPEMERINTAHANBERBASISELEKTRONIK

DI LINGKUNGANPEMERINTAHKABUPATENMAJALENGKA

BUPATI MAJALENGKA,

Menimbang a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola
pemerintahan yang bersih, efektif, efisien, transparan
dan akuntabel, terwujudnya pelayanan publik yang
berkualitas dan terpercaya, serta sistem pemerintahan
berbasis elektronik yang terpadu melalui
penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis
Elektronik, perlu menerapkan manajemen risiko.

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan sesuai Peraturan Bupati
Majalengka Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pedoman
Manajemen Risiko Sistem Pemerintahan Berbasis
Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Majalengka, perlu membentuk Tim Manajemen Sistem
Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Majalengka yang ditetapkan
dengan Keputusan Bupati.

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 1950 ) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968
tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan
Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang
Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-
Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa
Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang
Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang
Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

3. Undang-Undang 2
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3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 112, tambahan Lembaran Negara
Nomor 5038);

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentangAparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5494);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);

7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008
tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5149);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 ten tang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009
tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang
Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6400);

11. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang
Sistem Pemerintahan. Berbasis Elektronik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);

12. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu
Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nom?r 112);

13. Instruksi 3
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13.lnstruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang
Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-
Government;

14. Peraturan Mehteri Komunikasidan Informatika Nomor
41/PER/Mgtf.KQMiNFO / il /2007 tentang Panduan
Umum Tat8.KelolaTeknologi Informasi dan Komunikasi
Daerah;

15. Perat~ran&i~?-ttliPendayagunaan Aparatur Negara
dan Rtfot:rriaslz:Si.r8kra:::;iNomor 5.Tahun 2020 tentang
PedoIl1~n•.'M~ajeIl1en, Risiko Sistem Pemerintahan
Berbasis ,.Elekfrcmik (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun202o.Nomor 261);

16. Peraturan MenteriPyndaY;igunaan Aparatur Negara
dan Reformasi BirokrasiNomor 59 Tahun 2020 tentang
Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan
Berba.sisE1lektroriik (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 994);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12
Tahun 2008 tentangRencana Pembangunan Jangka
Panjatlg DaerahKabupaten Majale:ngka Tahun 2005-
2025 (Lembar;in Daerah Kabupaten Majalengka Tahun
2008 Nomor 12);

18. Peraturan Daerah Kabupaten, Majalengka Nomor 1
tahun 2019., tentang ~encana Pembangunan Jangka
MeneR-gah"Oayran Kabupaten Majalengka 2018-2023
(Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019
Nomor 1);

19. Peraturan paet;ah Kabupaten Majalengka Nomor 14
Tahun 2016, tent:ang 'Pembentukan dan Susunan
Perangkat ba.er~ 'Kabupaten Majalengka (Lembaran
DaerahKabupCl,ttnMajalengkaTahun 2016 Nomor 14)
sebagaimanateta1l diuba1l•dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Ma];ilengka Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun
2016 tentang :pembentukan ,dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten "..Majalerigka (Lembaran Daerah
KabupatenMajl:il~ngka Tahun 2019 Nomor 12);

20. Peraturan ~upatiN()mor 13 Tahun 2021 tentang
PenyeleIlggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis
Elektrorlik di, Lirtgkungan Pemerintah Kabupaten
Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka
Nomor 13 TahuIl2021).

MEMUTUSKAN:

Membentuk Tim Manajemen Risiko Sistem Pemerintahan
Berbasis. Elektronik ,diLingkungan Pemerintah Kabupaten
MajaleIlgka, . dengfUl: su~unan personalia dan struktur
organisasi seba~~tnaD.atet;cantum dalamLampiran I dan
Lampiran II yang.merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Keputusan :8upati irii.

KEDUA: 4
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Tim Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam
Diktum KESATU'mempunyai tugas sebagai berikut:
1. KomiteManajemenRisiko (KMR)SPBE:

Menyelenggafakcm perumusan dan penetapan
kebijakan, pengenda,lian, .pemantauan, dan evaluasi
penerapan kebijakan Manajemen Risiko SPBE.

2. Unit Kepatuhan Risiko(UKR)SPBE :
Melaksanakan ... pengawasan terhadap penerapan
kebijakan Mcmajernen Risiko SPBE di semua UPR SPBE.

3. Uriif.PemilikRisiko(UI?R) SPBE:
Melaksanakanpenerapan Manajemen Risiko SPBE pada
unit keIja tertinggi sampai terendah.

Tim Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam
Diktum KESATU,mempunyai ftmgsi seoagai berikut:
1. Komite ManajemenRisikO(KMR) SPBE:

a. penyusunan dan penetapan kebijakan Manajemen
Risiko SPBE;

b. penyusllncm dan penetapan kerangka keIja dan
pedomanpel~sanaan Manajemen Risiko SPBE;

c. penyusuncm dan. ,penetapan pakta integritas
Manaj~men Risiko SPBE;

d. pellyusunan dan penetapan konteks Risiko SPBE;
e. pengendalian proses Risiko SPBE melalui komunikasi

dan konsultasi, pencatatah dail. pelaporan, serta
pemanta.uan dl'.\n evaluasi terhadap penerapan
ManajemenRisikoSPBE; dan

f. pelaksanaan kornitmen pimpinan dan penerapan
budaya sadar .Risiko SPBE.

2. Unit KepatuhanRisiko (UKR)SPBE:
a. penyusunan k~bijakan. pengawasan terhadap

peherapan l\1~llajern<;;PBisjko SpBE;
b. pelaksanacmpel}gl'.\wasan intern terhadap penerapan

ManajemenRisiRo SPBE di semuaUPR SPBE me1alui
audit, reviu, pemantauan, evaluasi, dan kegiatan
pengawasan lamnya;

c. pelaksanaankonsultasi dan asistensi kepada UPR
SPBE dalam peri~rapan Manajemen Risiko SPBE;

d. penyusuIlcm9anB~n:yampaian rekomend~si terhadap
efektivitas, >Benerapan Manajemen Risiko SPBE
kepada KMR;~PBEdan UPR SPBE; dan

e. pe1aksanaarikonsultasi dan asistensi kepada UPR
dalam pe~bil1aan budaya sadar Risiko SPBE.

3. Unit Pemilik Risiko (UPR)SPBE:
a. penyusuIlcmdan penetapan penilaian Risiko SPBE

dan rencana! pelaksanaan Manajemen Risiko SPBE
termasuk rencana kontinjensi penanganan Risiko
SPBE;

b. pelak~l'.\Il?~ koordinasipenerapan Manajemen Risiko
SPBEkepada semua pemangku kepentingan;

c. pelaksanaan 5
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c. pelaksanaan operasional Manajemen Risiko SPBE
yang efektif melalui komunikasi dan konsultasi,.
pencatatan dan pelaporan, serta pemantauan dan
evaluasi; dan

d. pelaksanaan pembinaan budaya sadar Risiko SPBE
melalui sosialisasi, bimbingan, pelatihan, dan
supervisi penerapan Manajemen Risiko SPBE;

Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Majalengka
pada tanggal 18 Juni 2021

BUPATIMAJALENGKA,

~
KARNASOBAHI
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KEPUTUSANBUPATIMAJALENGKA
Nomor 06.Vgep~616~1;,Organisas i/2021
Tanggal 18 J!uni 2021.
Tentang PEMBENTUKAN TIM MANAJEMEN RISIKO

SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS
ELEKTRONIKDlLINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATENMAJALENGKA.

SUSUNANPERSONALIATIMMANAJEMEN RISIKO
SISTEM PEMERINTAI-iA:N:~Bitg~.ASIS':ELE}(TRONIK(SPBE)

KABUPA1'ENMAJALENGKA

a. Komite Manajemen Risiko
Ketua

Wakil Ketua

Anggota

b. Unit Kepatuhan Risiko

c. Unit Pemilik Risiko
Ketua

Wakil Ketua

Anggota

d. Sekretariat

Bupati Majalengka:

WakiJ,Bllpati Majalengka.

Sekretaris Daenili Kabupaten Majalengka
dan Ketua Komite Pelaksana.

Inspektur Kabupaten Majalengka.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan
Dayrah, Penelitian dan Pengembangan
Kabupaten Majalengka.

Kep~~ Badan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Majalengka.

Seluruh Kepala Perangkat Daerah di
Ungkungan Pemerinah Kabuparen
Majalengka.

1. KepalaBagian Organisasi Sekretariat
Daerah Kabupaten Majalengka;

2. Kepala Bagian Ekonomi dan
Pembangunan Sekretariat Daerah
Kabupaten Majalengka.

BUPATIMAJALENGKA,

~
KARNASOBAHI
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KEPUTUSAN BUPf\tI;MA.J.~EN"9KA
Nomor 061/Kel2.'616.21::0~g~isasi/2021
Tangga1113;;J~8i?0211.~v
Tentang PEMBENTUKANT~M MANAJEMEN RISIKO

SISTEM, '.'PEMERINTAHAN BERBASIS
.~.~":"':-': ....-' ".-.',:,;- ::.,': .':." :<i>P'.\ .-,.1"'....-.'.;,...•.-:-.;.,'.;.•..-... c .. ,.- '.,'

El.,EKTRONIK DlcI~IN8KUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN MAJALENGKA.

LAMPI RAN II

I

Unit. Pemilik
Risiko (UPR) 1

Komite
Manaj~ui~nRisiko

(KMR)

Unit Kepafuhan
Risiko (UKR)

1

UnitPeriillik Unit Pemilik
Rislk() (UPR) 2 Risiko (UPR) 3

BUPATI MAJALENGKA,

KARNA SOBAHI
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